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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 1895
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MA!' .. ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I1 BANYUHAS
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yéng nyata,

dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat’
di Daerah Tingkat II, berdasarksan Peraturan

Pemerintah Nomor ... Tahun 1995 dan Peraturan
: Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
. Nomor .. Tahun 1895 telah diserahkan sebagian

urusan pemerintahan di bidsang ketenagakerjaan
kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah
Tanggs Daerah ;

b. bahwsa sehubungan dengan hal tersebut, untuk
meninghkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan secarsa berdayaguna dan berhasilguna
khususnya dslam bidang tenaga kerja, maka perlu
mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Dinas Tenaga Kerja dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1850 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jaws Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1874 tentang pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, ' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tshun 1988 tentang
Koordinasi Kegisatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3373); -

4. Persturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1892 tentang
Penyelenggarasn Otonomi Dserah Dengan Titik Berat
Pada Dserah Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara‘Republik Indonesia Nomor 3487);




5. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 1995

CEBEINE - o b e o et oo s o 5 4o (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor ..., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

% . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1992

tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

,71 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun.1993
% tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan;

8/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 1993
‘% tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan

5 Wilayah;
’6? Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun

v 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan
. Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
1( . Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor ....Tahun 1995 tentang ....(Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengsah Tahun
1985 Nomor ... Seri ..); »

1

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas

HEHUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
‘ ’ BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA-
KERJA DINAS TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adslsh Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas; .

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Banyumas; '

c. Bupati ZKepala Daerah adalah Bupati Kepals Daersh Tingkat II
Banyumas;
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah
Tingkat, II Banyumas;

Cabang Dinas adalsah Unsur Pelaksana Dinas Tenaga Kerja yang
mempunyai Wilayah Kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD
adalah unsur pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas
Dinas Tenaga Kerja yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
Kelompok Jabatan Fungsional adalah keduduksan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan padas keahlian dan atau ketrsmpilan terten-
tu serts bersifat mandiri.

BAB II

PEMNBENTURKAN

Pasal 2

Dengap Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja.

(1)

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POROK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
vang dibentuk berdasarksn penyerahan urusan lebih’ lanjut
kepada Daerah sebagsi urusan rumah tangga di bidang Tenaga

- Kerja.

(2)

Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepals
Daerah. '

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati Kepala
Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan
Tugas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja.
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Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugss pokok sebagiaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja mempunysai fungsi

a.
b.
¢.

penyusunan rencana dan program;

pembinaari dan pengurusan penyaluran penempat:n tenaga kerja;
pembinaan dan pengurusan pelatihan serta peningkatan produk-
tivitas tenaga kerja; .
pembinaan dan pengurusan hubungan industrial dan persyaratan
kerjsa;

pengawasan di bidang ketenagakerjaan;

penyelengdgaraan tata usaha Dinas;

pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan, serta pemberian perijinan;

pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksansaan tugasnya;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala
Daerah.

BAB IV
ORGANTISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari

a. Kepala Dinas; )

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari
1. Urusan Perlengkapan Umum ;
2. Urusan Kepegawaian ;
3. Urusan Keuangan ;
‘4. Urusan Bina Program ; _
c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perlusasan Kerja terdiri
dari '
1. Sub Seksi Tenaga Kerja Mandiri 3
2. Sub Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja ;
3. Sub Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja ;
d. Seksi Pelatihan den Produktivitas Tenaga Kerja terdiri
dari
1. Sub Seksi Pemagangan ;
2. Sub Seksi Program Sertifiksat Bimbingan Tenaga Kerja
3. Sub Seksi Instruktur dan Lembaga ;
e. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri
dari
1. Sub Seksi Hubungan Industrial, Organisasi Tenaga Kerja;
2. Sub Seksi Urusan Perselisihan Industri dan Persyaratan
Kerja ;
3. Sub Seksi Jaminan Sosisal Tenaga Kerjs ;
f. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari
1. Sub Seksi Norma Kerja ;

2. Sub Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
Kerja ;

.
3
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g. Csbsng Dinas Tenags Kerja;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Kelompot Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Ussaha dipimpin ouleh seorang Kepala Sub Bagian
Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang
masing-mas inZ berada dibawah dan'bertanggung jawab kepada
Kepala Dinasg.

(3) Cabang Dinss dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas vang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Unit Pelaksans Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD

vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tehaga
Fungsional vang psaling senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepsls Dinsas.

Pasal 7

(1) Uraian tugsas masing-masing unsur Organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 aysat (a), diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati Kepsala Daerah. :

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagisn tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini. i

BAB V
TATAKERUJA
Pasal 8

&

Tatakerja Dinas Tenaga Kerjs distur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati Kepala Dserah.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9§
Jenjang jabatan dsn kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas

Tenaga Kerja diatur sesuail dengan ketentuan Persturan Perundang-
undangan yang berlaku.



Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Guber-
nur Kepala D=zerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 19895
Nomor : 188.3/218A/19895.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah EKsbhupaten Daersh Tingkat II
Banyumas.

Nomor : 19 Tanggal : 28 Juli 1995 Seri : D

Sekretays wNcrah Tingkat II Banyumas

NIP : 500 034 842
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Dengan berlskunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan
vang bertentangan dengan Peraturan Daersah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi. .
‘?‘"Pésal 11
Peraturan Daserah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supays setiap.orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ipi dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 18985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH éUPATI KEPALA DAERAH TINGEKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS ;
BANYUMAS

RSONO

Disahkan Oleh .................. ... . .. ..
dengan Surat Keputusan Nomor ............ _
tanggal ........ .. ... ..

Dengan
Keputus i Gubernur Kepala Dacrah Tingkat 1
$awa Tengah

Tanggal : lﬂ-?-/??i No: /&0}{2/&4[{ ?# 5

An; SEKHE TARTIS  WIL4YAH /| DAERAR INGKAT I
w1AH o, A4, TENGA i
7N : SO TT RIro m

FAAY

)
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BAGAN ORGARISASI LAMPIRAY : PERATURAN DAERAH FARUPATEN DAERAN
DINAS TENAGA KERJA TINGEAT IT RANYOUMAS
et Nomor Tahun 1995
Tontang : Pembentukan Organisasi
KEPALA DINAS Tatakerja Dinas Tenaga Kerja
SUB PAGIAN
TATA USAHA
I
l ) | ¥
- " [ROSAN URUSAR URUSAR URUSAN
. PERLENGEAPAN KEPEGAWATAN KEVANGAN BINA PROGRAY
UNUN
l l | ]
SEXSI Saist SEkST SEESI
PENEMPATAN TENAGA! IPELATIHAN DAN PRO HUBUNGAN INDUSTRI PEBGAMASAN &
KELOMPOK FERJA & PERLUASAM! IDUKTIVITAS TENAGA AL % PERSYARATAR KETERAGAKERJAAN
4 1
JABATAN KERJA KERJA KERJA
FURGSIONAL
| | R _ e
SUB SEXSI SUP SEASI SUB SIE WUB, SUB SEXSI
I~ TERAGA KERJA =1 PEXAGANGAN JI!!DUSTE.IAL, 0RG: 1 MOBMA EERJA
HARDIRI 4
A A SUB SERST SUB SIE UR. PER SUB SIE KESELA-
C{PENYALURAN DA | HDPROG,CERTIFIFAT —{SELISIUAN THDST| LJMATAN XKERJA DAM
. PEREMPATAN TX RIMRINGAN TK % PERSY. BN LINGK, KERJ
SUB SIE TERNOLO SUB SERSI SUB SIE
o1 TEr GoMA | U rnsTRoRTUR & 1 JAK.808. 958
PERLUASAM FERJA LEMEAGA
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/
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LAMFIRAN XIV @ KEFUTUSAN GURERNUR KEFALA DAERAH
TINGEKAT 1T JAWA TENGAH
NOMOF : 188,3/218A/1995.,
TaNGGAL + 10 JULL 1995,

FERUBAHAN  ATAS FERATURAN DAERAH EKABUFATEN DAERAH TINGKAT II  BANYUMAS
MOMOR 22 TAHUN L99% TENTANG FEMEENTUKAN, ORGANISAST DAN  TATAKERJIA

DIMAS TENAGS KERJIA

1.

Fada judul dan diktum "Menetapkan' perkataan "TENTANG ........dst"

diubah dan dibaca sebagai berikut o

"TENTANG FEMEENTUKAN, ORGANISAST DAN TATAKERIA DINAS TENAGA EERJA
EABUFATEN DAERAH TINGEAT 11 BANMYUMAS".

Fonsiderans “"Menimbang” huwrof a  perkataan "Feraturan Pemerintah
Momor o ... s/d  Tahun 19945 telah diseralhkan" diubah dan dibaca
"Feraturan  Fenerintalh  Nooor 8 Tahun 199% dan Peratwran  Daerah
Fropinsi  Daerah  Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 199% telah
diserahkan'. '

Dasear Hukum "Mergingat"
é@w Namor 9 diubah dan dibaca sebagai berikut
"H. Peratwran Femerintah Nomor 14 Tabun 19%8 tentang Fenyerahan
Fekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenail Urusan-wrusan Kese-—
Jahteraan  Furuhy, Fesejahteraan Penganggur dan Fembearian
Ferja kepada Fengangogur kepada Daerah—daerabh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19%8 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1595) 0

»

Lo Ditambahkan dasar hukum nomor "6 dan 11" baru sebagai berikut
Yho Feratwran Femerintah Nomor 8 Tahun 199% tentang Fenyerahan
Sebagian  Urusan  PFemerintahan  kepada 26 (dua puluh enam)
Dagrah Tingkat 11 Fercontohan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 199% Nomor 18);
Tambaharn Lembaran Negara Republilk ITndonesia Nomor 35%9@)"

11. Feratwran Dasrah Fropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
2 Tahurn 199% tentang Fenyverahan Sebagian Urusan Pemerintabhan
Fropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Fekerjaan Unum Fengairan, Fekerjaan Umum
Bina Marga, Fekerjaan Umum Cipta Karya, Fertambangan, Tenaga
e gja, e Fernambalian Feryerahan Sebagian Urusan
Femerintahan di  Bidang Kepariwisataan kepada Femerintah
Kabupaten Daerat Tingkat 1 Banyumas. (lembaran Daerah
Fropinei Daerah Tingkat [ Jawa Tengah Tahun 199% Nomor 5) .0

c. Nomor "6,7,8,9" diubah menjadi nomor "7,8,9,10" baru, selanjut—
nyéa nomor 1@ lama dihapus.

Fasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikub

Fagal 4

Dimas Tenaga Kerja mempunyal tugas pokok melaksanakan wrusan  ruamah
tangga Daerah  dalam bidang Tenaga Kerjia yang menjadi  tanggung
Jawabnya meliputi pemberian kerja kepada penganggur, keseiahteraan
peker o, [IEC) & C) ¢ Pubungan  ketenagakeriaan  serta pelatiharn
tenaga  kerlda dan tugas pembantuan yang diberikan oleh  pemerintah
ataw Femerintah Fropinei Daerah Tingkat I Jawa Tengah "




. Fasal 9 diubahb dan dibaca sebagal berikut
" L4

Fasal &
Untuk menyelenggarakan tugas pokaok sebagalmana dimaksud dalam Fasal
4 Feraturan Daerah ini, Dirnas Tenaga Kerja mempunyai fungsi s

&. memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada penganggur i

b menyiapkan prexk e J aan kepada  penganggur  serta kesejahteraan
pekerja dan penganggur

L. Fasal & ayat (1) diubah dan dibaca sebagal berikat

" Fagsal &
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari s
. Kepala Dinas 3 \
b Sub Bagian Tata Usaha, terdirci dari o
Lo Urusan Ferencanaan dan Laporan 3
2o Urusan Keuwangan
e Urusan U omow omoy
4. Urusan Fepegawaiarn
c. Beksl Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari @
‘ 1. Bub Seksi Usaha Kesejahteraan Fekerja 3
Ze Bub Seksi Kelembagaan Fekerja dan Fengusaha
de Bub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Fekerja H
sl Kesejahteraan FPenganggur, terdivri dari o
1. Sub Seksi Usaha FPeningkatan Kesejahteraan Fenganggur
Pe Bub Seksi FKelembagaan Kesejahteraan Fernganggur
2. Bub ‘ 3 e Kerja g
Sl ada Fengangour, terdiri dari o
1. Sub ian Kerija

o
3]
™

amber Lan Kerja
sl Usaha Fembe

2. Bub Lembagaan Femberian Kerja

He Sub mbinaan Ferluasan Kesempatan Kerja
.o Beksi Hubungan Fetenagakeriaan, terdiri dari

1. 8Sub Seksil Usaha Feningkatan Huburngan FKerja 3
2o Bub Seksi Fenanggulangan Fetenagakerjaan i
g. Seksl Felatihan Kerja , terdiri dari @

Lo Sub @ g saha Sarana-sarana Felatihan g

2 G el Felatihan g

Da BUb 3 Fembinaan Lembaga Latihan Swasta H
e Cabang Di Tenaga Kerja

. i. Unit Felaksana Teknis Daerah g

Je Eelompok Jabatan Fungsional .

7. Fasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut
! Fasal 7
(1)  SBusunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal & ayat (1)
hurat a s/d g dan j  Feraturan Daerah ini diatur lebih lamjut
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

(2)  Fembentukan,rganisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Tenaga Kerja
serta Fembentukan, Organisasi dan Tatakerja UFTD Tenaga kKerja
akan  ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari
Menteri Dalam Negeri

(3) Bagan Orgeanisasi  Dinas Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran
yang  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari Feraturan Daerah
irndi. "

B. fAgar ditambahkarn Ferjelasan Feraturan Daerah yang terdiri dari s
Io Fenjelasan Unuwm 3
ITo Fenjelasan Fasal demi Fasal .
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o

k.

Poo Fada Lampivan Ferastorae Daerraln o

Judal bBagarn diubak dan dibaca sebagail Derikat

YOBAGEN  ORGANISAST DIMAS TENAGES FERJIA
EEABUFATEN DAERAH TIMGEKAT 11 BAMNYUMaS

Ferkataan "LAMET RSN
Eresr i bt

e e e e et diubah dan dibaca sebagal

LAMETRAN ¢ FERATURAMN DAE FSH JEATEN DAERAH TINGKAT 11 BANYU MAE
B TAFHUN i

S TENTENG FEMBENTUEAN o DRGANISAST
DEM  TATAKERIA  DINAS  TENAGA EERJA KABUFATEN DAERAH
TINGEAT [T BANYUMAS

708 SIS TINIE Mes S0t hemm 41010 44000 smmes mmen sosee terer sesee vemse S0 SHiee sooee Sesis daees Seoms Seses sises B eSS |

Bagan  Orgariisas

Eiex

L Dinas
Dirmas Tenacgas

Ferja agar disesuailkan dengan
ar (rgean i e Daerah Tingkat 11 Fercontohan
laksimal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVIT Keputusan
Dalam negeri Nomor 44 Tabhun 199% tentang Fedoman Organisa
pada Kabupatern Dasrab Tin gkat 11 Fercontohan.

LA DAERAH TINGEAT I
TENGAR
e L

WECTL GURERRUIR




